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ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada
para pihak yang berhak guna membangun fasilitas umum. Dalam pelaksanaan
pengadaan tanah di Desa Delik Kabupaten Semarang, karya ilmiah ini mengkaji
dari dua sisi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan ditinjau dari hukum
Islam yakni konsep maslahah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif analitis. Pendekatan karya ilmiah ini menggunakan perspektif Hukum
Islam maslahah mursalah yakni dengan metode penetapah hukum berdasarkan
kemaslahatan universal sebagai tujuan syara’ tanpa berdasar secara langsung pada
teks atau makna nas tertentu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan
pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan Jalan Tol
Trans Jawa di Desa Delik Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan UU Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerkaBPN) Nomor 5
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Pengadaan Tanah. Meskipun
demikian, ada hal yang belum terlaksana yakni pembangunan rest area
sebagaimana sesuai dengan rencana tata ruang pembangunan. Kepentingan yang
terdapat dalam undang-undang sejalan dengan konsep maslahah mursalah yakni
pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan mengutamakan
kepentingan mayoritas orang banyak yakni Negara, Bangsa dan rakyat disamping
kepentingan individu. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunannya hingga saat
ini belum sepenuhnya terlaksana, pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat
menyempurnakan suatu kehidupan serta menghilangkan kesulitan bagi masyarakat.

Kata kunci : Pengadaan tanah, kepentingan umum dan maslahah mursalah
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. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

55 J@b

Ditulis

Muta‘addidah

h"&

Ditulis

‘iddah

. Ta'Marbiitah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

Ditulis

Jamaah

Ditulis

Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

HNENES

Ditulis

Karamah al-auliya

3. Bilata’ marbitah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h

o)) 5

Ditulis

Zakah al-firi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD
1945 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Disamping itu,
pertumbuhan jumlah penduduk terus meningkat, hal ini mengakibatkan semakin
meningkat pula kebutuhan penduduk di Indonesia. Termasuk dalam pembangunan
nasional ialah pembangunan kepentingan umum, hal ini harus diupayakan
pelaksanaannya seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan

upaya memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam.

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam, tentunya membutuhkan fasilitas
umum seperti : fasilitas umum pendidikan, fasilitas umum keselamatan, fasilitas
umum transportasi dan fasilitas umum yang lainnya. Pembangunan fasilitas-
fasilitas umum tersebut diatas, membutuhkan tanah sebagai wadah pelaksanaannya.
Apabila ketersedian tanah masih mumpuni, maka pembangunan fasilitas umum
tersebut tidak menjadi masalah. Permasalahannya, tanah merupakan sumber daya

alam yang sifatnya terbatas dan tidak dapat bertambah luasnya.

Menurut Achmad Rubaie, tanah mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat
kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagai berikut : Tanah mempunyai arti penting
dalam kehidupan yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset
tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia
untuk hidup dan kehidupan., sedangkan sebagai capital asset tanah telah tumbuh
sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan
dan obyek spekulasi. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil dan merata,
sedangkan disisi yang lain juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai karunia Tuhan

sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, tanah



dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia,

sehingga perlu campur tangan negara turut mengaturnya.*

Di Negara Indonesia sendiri perumusan kebijakan pertanahan diatur di
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih di kenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya di tugaskan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara. Pengertian “dikuasai” berarti disini
negara mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur dan membuat peraturan-
peraturan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dengan kata lain,
negara Indonesia memiliki kewenangan dalam menguasai bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya untuk kepentingan rakyatnya. \Wewenang negara

dalam hak menguasai negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, sebagai berikut:?

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa,

2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa,

3. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang

mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 membahas tentang
pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, serta Undang-

! Achmad Rubaie, “Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. (Malang :
Bayumedia Publishing, 2007), him. 1-2.

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria



Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Penulis lebih mengutamakan menggunakan Undang-undang
No. 2 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menganalisi data, hal ini dikarenakan
didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dianggap lebih mampu menjamin
terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal pengadaan
tanah dengan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil.

Pengadaan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat
dilakukan melalui dua cara yaitu pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas
tanah. Pelepasan hak merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan hak atas tanah
masyarakat melalui musyawarah dengan memberikan ganti rugi yang layak.?
Sedangkan pencabutan hak atas tanah merupakan sebuah sarana untuk
mendapatkan hak atas tanah dari masyarakat dengan upaya paksa setelah

masyarakat mufakat tidak menemui titik temu.*

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan
hukum bagi pengambilan tanah hak untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama bagi rakyatnya dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam
Pasal 5 Perpres 65 Tahun 2006 pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah salah satunya berupa

pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol).

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan
tol, memberikan definisi dari jalan tol itu sendiri, yang berbunyi® : Jalan tol adalah

3 Soedatyo Soimin, 2001, “Status Hak dan Pembebasan Tanah”, (Jakarta : Sinar
Grafika), him. 73.

4 Effendi Perangin, 1986. “Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum ”, (Jakarta: Rajawali Press), him.38.

5 Pasal (1) Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol



jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan

nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Pembangunan infrastruktur jalan tol memiliki tujuan untuk pemerataan
pembangunan dan perekonomian. Hal ini di maksudkan untuk mewujudkan
keseimbangan dalam pengembangan wilayah yang dicapai melalui pembinaan
jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Dengan adanya akses
jalan yang lancar, diharapkan aktivitas pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

Selain aturan hukum yang membahas tentang tanah dan telah disahkan oleh
pemerintah, ada pula aturan hukum lain, yakni yang diatur dalam Hukum
Islam.sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

Oadlal 3k 5 ¥ i e

Dengan adanya hukum yang dapat dijadikan pedoman, maka diharapkan

adanya perwujudan kepentingan umum demi kemaslahatan umat manusia.
Y agh ) 5A1550 g3 Az ool ) cash dvle 1isiT g
Tosia’sh 233 Aah 55 s0h s
Dalil tersebut menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur’an sebagai
pedoman hidup dalam menjalankan segala urusan baik urusan dunia maupun
akhirat, baik urusan pribadi, sosial, maupun urusan kenegaraan. Sehingga dengan
adanya aturan dan kebijakan yang dibuat, maka pemimpin diharuskan mampu
menjawab persoalan yang ada pada masyarakat, karena hukum yang ada didalam
Al-Qur’an tidak semua bersifat khusus atau spesifik melainkan ada pula yang

bersifat umum sehingga perlu pemahaman dan pemikiran yang mendalam seperti

aturan hukum mengenai kepentingan umum.

Q.S. Al-Anbiya’(21): 107.

7Q.S. Al-Nahl (16) : 64.



Dalam memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon
berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus
memenuhi Kriteria kepentingan umum (Mashlahah ‘ammah) yang dibenarkan oleh
syara’. Dengan menggunakan mashlahah ‘ammah sebagai pertimbangan untuk
menetapkan setiap kebijakan, maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan

menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.

Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik, selalu
ditemukan istilah “Kepentingan umum”. Meskipun disadari bahwa tujuan dari
pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat luas dan dilakukan dengan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan
fasilitas untuk kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaannya, batasan untuk
kepentingan umum ini sering kali menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan

pengertian yang sebenarnya.

Kenyataan yang demikian membawa dampak negatif dalam pembangunan.
Pembangunan dengan embel-embel kepentingan umum tanpa berpedoman dengan
maslahah ‘ammah, akan mengakibatkan penyimpangan terhadap Hukum Islam dan
tindakan sewenang-wenangnya dalam masyarakat. Allah berfirman dalam al-

Qur’an :
sall gl Ll o 2850 ) G el Gall 3 (VT 3 658 26 13) sl L8
B0y slasd S Ly oK i 2 L) 5

Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan dunia, maka

neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya. Rasulullah bersabda :
P JB by adle i oo dl Jsuy pleal o SO ma (n s e Ge il e
ST RN
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8 Q.S. Yunus (10) : 10.



Hadis tersebut menegaskan haram hukumnya kita membuat kerusakan.
Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum sama dengan
membuat kerusakan yaitu merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang
lebih besar. Maka perbuatan tersebut hukumnya tidak boleh dan termasuk

perbuatan yang haram.

Untuk menghindari dampak negatif pembangunan, maka mashlahah
‘ammah dipandang penting untuk acuan untuk menyamakan persepsi tunggal dalam
makna dan wujud dari kepentingan umum dalam konteks pembangunan.
Mashlahah ‘ammah memiliki manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan

mengurangi dampak negatif dari kegiatan pembangunan.

Mashlahah ‘ammah harus selaras dengan tujuan dari syariat, yaitu
terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar (al-ushul al-khamsah) yang meliputi :
keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan

akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

Berkaitan dengan kepentingan umum, maka berbicara pula mengenai harta.
Harta dapat berubah dalam hal status kepemilikannya. Harta yang semula milik
pribadi dapat berubah peruntukannya menjadi harta milik umum. Perubahan status

tersebut dapat terjadi melalui :

a. Kehendak sendiri dari pemiliknya, misalnya seorang menyerahkan harta
menjadi harta wakaf yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umat;
b. Kehendak syarak, seperti kebutuhan umat yang mendesak untuk membuat jalan

umum diatas tanah milik pibadi.
Ulama fikih membagi harta milik masyarakat umum atas :

a. Harta yang khusus diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat
ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana-sarana pendidikan
b. Harta yang khusus untuk di eksploitasi bagi kepentingan umum, seperti harta
wakaf, atau harta yang termasuk dalam milik pemerintah
Harta seorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum

seperti tanah wakaf yang di wakafkan seorang untuk diambil hasilnya, serta tanah-



tanah negara yang bisa dipergunakan masyarakat banyak. Lantas bagaimana

pendapat hukum Islam mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

Dalam uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum
di Desa Delik, Kecamata Tuntang, Kabupaten Semarang serta bagaimana Islam
menanggapi sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga penulis
ingin membahas dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JALAN
TOL DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011-2020”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Desa
Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembebasan tanah untuk

kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan

diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dalam
persperktif Hukum Islam dan UUPA

2. Menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembebasan tanah

untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012



Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam peneltian ini ialah sebagai
berikut :

1. Manfaat Teoritis
a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai pengadaan tanah dan pandangan
Hukum Islam mengenai pengadaan tanah
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya
mengenai pengadaan tanah
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai

pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang
membahas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi pengadaan tanah serta
pembahasan mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pengadaan tanah untuk

kepentingan umum, dalam penelitian terdahulu diantaranya ialah :

Skripsi hasil penelitian Arum Asmawati yang berjudul “Pengadaan Lahan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Figh Muamalat (Studi
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon
Kulonprogo)” menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Kecamatan
Temon Kulonprogo sudah sesuai dengan tahap-tahap yang terdapat dalam UU No

2 tahun 2012 dan sudah sesuai dengan asas Al-musawah (persamaan dan



kesetaraan), asas Al-adalah (keadilan), asas Ash-shidq (kejujuran dan kebenaran),
asas Al-Huriyah (kebebasan), dan asas Al-ridho (kerelaan).’

Skripsi hasil penelitian Mohammad Paurindra Ekasetya yang berjudul
“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)”
menyatakan bahwa dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan
peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 dan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Jo.
Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada pemberian ganti rugi yang
diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja, pemberian ganti rugi tidak
memperhatikan harga pasaran tanah di sekitar daerah tersebut dan tidak
memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah seperti yang
tercantum dalam PerKaBPN No. 3 tahun 2007 pasal 28 yang meliputi : lokasi dan
letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan
rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah
ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan faktor lainnya yang mempengaruhi
harga tanah. '

Skripsi penelitian Citraningtyas Wahyu Adhie yang berjudul “Pelaksanaan
Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten
Wonogiri” menyatakan bahwa dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Jalan
Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan substansi peraturan
peundangan pengadaan tanah yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

® Arum Asmawati, “Pengadaan Lahan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif
Figh Muamalat (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon
Kulonprogo)”skripsi jurusan muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), him. 84-85.

10 Mohammad Paurindra Ekasetya. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten
Brebes) ”, skripsi Universitas Negeri Semarang (2015), him.132.
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Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai

peraturan pelaksanaannya.!

Jurnal hasil penelitian Andreas Wijaya dengan judul “Upaya Penyelesaian
Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Jalan Tol Medan-Binjai Bersadarkan
Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” menyebutkan bahwa pelaksanaan
pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 148
Tahun 2015 sudah terealisasi dan aktor-aktor didalamnya mampu bersinergi
dengan baik. upaya penyelesaian pembebasan lahan untuk kepentingan Jalan Tol

Medan-Binjai yaitu dengan memberikan ganti kerugian.*?

Tesisi hasil penelitian Surur Roiqoh, S.HI. yang berjudul “Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam
Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012)”” menyatakan
bahwa ketika pemerintah akan mengambil tanah masyarakat untuk kepentingan
umum, harus ada proses ganti rugi dengan pemiliknya, proses penentuan ganti rugi
dalam ketentuan undang-undang ini dilakukan dengan musyawarah guna mencapai
kata mufakat. Apabila tidak terdapat kesepakatan maka dapat dilakukan melalui
jalur hukum yakni dengan menggunakan lembaga pengadilan. Dalam Hukum Islam
Proses ganti rugi dilakukan dengan jalan jual beli. Ataupun dengan cara paksa
apabila pemilik tidak mau melepaskan atau menjual tanahnya dengan menggunakan

konsep ke khalifahan.*®

1 Citraningtyas Wahyu Adhie, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota
Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
(2010), him.71.

2Andreas Wijaya, “Upaya Penyelesaian Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Jalan
Tol Medan-Binjai Bersadarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” Jurnal llmiah Universitas
Sumatera Utara Medan (2018), him : 18.

13 Surur Roiqoh, S.HI., “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian
Perbandingan Antara Hukum Islam Dalam Konsep Maslahah Mursalah Dan Undang-Undang No
2 Tahun 2012)” Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2013),
him. 96.
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Tesis hasil penelitian Rika Fitriani, S.E yang berjudul “Pelaksanaan Ganti
Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatra di
Wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)” menyatakan bahwa perilaku
pemerintah dalam kasus pembebasan tanah tidak berpihak pada kepentingan rakyat,
karena selalu terjadi konflik pembebasan tanah, hal ini terjadi karena prosedur
hukum yang tidak terpenuhi seperti musyawarah dalam penentuan ganti rugi yang
cenderung sepihak. Serta dala perspektif figih pemerintah boleh memaksakan
terjadinya pemindahan hak oleh pihak pemilik atau pembebasan tanah. Namun
dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan aspek kemaslahatan untuk para

warga yang tanahnya diambil alih, agar tidak terjadi kesenjangan sosial.'4

. Kerangka Teoretik
1. Teori Hierarkis Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan
aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang
dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang
hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik.*®> Cotoh : penyewaan tanah.
Penguasa yuridis merupakan pemilik tanah,sedangkan penguasaan fisik ada pada

penyewa tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA memuat beberapa

tingkatan hak penguasaan atas tanah, yaitu :

1) Hak Bangsa Indonesia

14 Rika Fitriani, “Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol
Sumatra di Wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)” Tesis Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018), him.122-123.

15 Boedi Harsoono, “Hukum Agraria di Indonesia”, cet- | (Jakarta : Djambatan, 1981), him.
23.
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2) Hak Menguasai dari Negara
3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; dan
4) Hak-hak Perorangan/Individual.*®

2. Fungsi Sosial atas tanah

Disebutkan dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 bahwa : “Semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial”.}’ Tanah yang mempunyai fungsi sosial adalah
tanah yang mengandung potensi dan memberikan kontribusi maslahat kepada
masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kepemilikannya tidak dapat dikuasai oleh
seseorang secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam pasal
7 UU No. 5 Tahun 1960 bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka

pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.®

3. Maslahah mursalah

Maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan
kemaslahatan universal sebagai tujuan syara’, tanpa berdasar secara langsung pada
teks atau makna nas tertentu.!® Maslahah mursalah berlandaskan pada
kemaslahatan yang bersifat dharuri, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta. Penerapan maslahah mursalah harus memenuhi empat syarat :

1) Dharuriyah (Kemaslahatan yang sangat esensial dan primer)
2) Qarh’iyah (Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas)
3) Kulliyah (Kemaslahatannya bersifat universal)

18 1bid,hIm. 264.
7 1bid,hIm. 7.
18 1bid.

19 1bid, him. 250.
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4) Mu'tabarah (kemaslahatannya berdasarkan dalil universal dari keseluruhan
garinah).?°

Maslahabh terdiri dari dua bentuk, yakni :

1. Mewujudkan manfaat kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut
adlidl ls(membawa manfaat).
2. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut

auladi )3(menolak kerusakan)

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya
(manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok
pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan

manusia.

Tanah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia,
sehingga harus dikelola dan diatur untuk menunjang kesejahteraan hidup. Allah

berfirman di dalam al-Qur’an :
24818 o) G dela ) ARl i 08
Ayat tersebut menunjukkan bahwa, manusia mendapat amanah untuk
mengelola dan memanfaatkan bumi demi menunjang kesejahteraan dalam
kehidupannya.

Rasulullah bersabda :
2240 b 3a W) AT (12 06 gy aile a0 Ja ol (e

20 |bid, him. 251.
21 Q.S. Al-Bagarah (2) : 30.

22 An-Nabhani, An-Nizham, him. 79. Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari,
Shahih Bukhari, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 2002), him. 562.
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Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa, barang siapa mampu
menghidupkan tanah yang mati, maka tanah tersebut menjadi haknya. Hal ini

membuktikan bahwa bumi (tanah) disediakan untuk manusia dan makhluk lainnya.

Konsep yang akan penulis jadikan analisis adalah konsep maslahah
mursalah yang bersumber dari pemikiran ulama al-Syatibi, karena beliau adalah
pemikir tema sentral mengenai maslahah. Sesuai karyanya al-Syatibi menuangkan

konsep maslahah yang bernuansa teologis dalam karyanya al-muwafagat.?®

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara
penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang

sistematis.?* Adapun langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).
Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk

memperoleh data-daata yang diperlukan.?

2. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Yuridis
Normatif dimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menjadi kajian
utamanya, disamping itu undang-undang lain yang berkaitan dengan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan perndekatan normatif yang penulis

2 Hamka Haqg Al-Syathibi, “Aspek Teologi Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-
Muwafagat” (Yogyakarta: Erlangga. 2007) him. 22.

24 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan
Singkat) 7, cet. I, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), him. 1.

%5 Nyoman Kutha Ratna, “Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Ilmu Sosial
Humaniora pada Umumnya”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), him. 188.
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gunakan ialah konsep Maslahah Mursalah yang terdapat dalam hukum Islam
sebagai bentuk analisis terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

3. Sumber data penelitian

a. Bahan primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum antara
lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok
Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

b. Bahan sekunder : buku-buku, jurnal, surat kabar, internet dan sebagainya.

c. Bahan tersier : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara
Wawancara (interview) adalah mendapatkan informasi dengan cara
bertanya langsung kepada responden.?® Penyusun melakukan wawancara
dengan narasumber yaitu masyarakat yang terkena dampak pembangunan
Jalan Tol, Staff Kantor Desa Delik, dan Staff BPN (Badan Pertanahan
Nasional),

b. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Mengumpulkan data penelitian atas sumber-sumber atau bahan-bahan
tertulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan

dibahas dalam penulisan skripsi ini.

% Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, “Metode Penelitian Survei, edisi revisi”,
(Jakarta : LP3ES, 1989), him. 192.
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5. Analisis Data
Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, yakni dengan
mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-
tiap data yang di peroleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini dibagi
menjadi V BAB, yakni :

a. BAB | membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB Il membahas tinjauan pustaka tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum meliputi konsep kepemilikan, pengertian hak milik yang
diatur dalam Islam dan hukum Agraria di Indonesia, cara-cara memperoleh
hak milik serta hapusnya hak milik dalam Islam dan hukum Agraria.

c. BAB Il membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah
dilakukan, yang mencakup gambaran umum pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, sistem pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum.

d. BAB IV berisi tentang analisis yuridis normatif terhadap pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.

e. BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian secara
keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-saran,

daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian
ganti rugi bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Desa Delik
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sudah sesuai pasal 13 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan sudah sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Serta
teknis pelaksanaan pengadaan tanah sudah sesuai dengan PerKaBPN
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah. Meskipun demikian ada hal yang belum terlaksana yakni
pembangunan rest area sesuai rencana tata ruang pembangunan, sehingga
dalam mencapai tujuan pemerataan perekonomian hingga saat ini dirasa
belum maksimal dikarenakan pembangunan rest area tersebut diharapkan
oleh masyarakat yang terdampak dapat dijadikan ladang untuk mencari
nafkah.

2. Konsep maslahah mursalah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan
umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah
untuk kepentingan umum dikarenakan dalam pengadaan tanah tidak ada
hukum yang mengatur secara rinci sehingga membutuhkan aturan hukum
lain yang disandarkan pada giyas untuk dapat melakukan ijtihad.
Kepentingan yang terdapat dalam undang-undang sejalan dengan konsep
maslahah mursalah yakni pembangunan untuk kepentingan umum
dilakukan dengan mengutamakan kepentingan mayoritas orang banyak
yakni Negara, Bangsa dan rakyat disamping kepentingan individu. Dalam
pengadaan tanah tersebut masyarakat mendapatkan hak-haknya yakni
meliputi hak mendapatkan ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman

dan sesuatu yang dapat dinilai.
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Meskipun dalam pelaksanaan pembangunannya hingga saat ini belum
sepenuhnya terlaksana, pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat
menyempurnakan suatu kehidupan serta menghilangkan kesulitan bagi

masyarakat.

B. Saran
1. Bagi Pemerintah

Disaraknan agar pemerintah, khususnya kantor pertanahan
kabupaten Semarang berkewajiban memberikan pemahaman lebih
mendalam mengenai Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum melalui
penyuluhan baik kepada aparat pemerintahan kecamatan, desa, maupun
tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaan pengadaan
tanah akan lebih baik kedepannya. Serta perencanaan pembangunan rest
area yang belum terealisasi dapat segera ter realisasikan mengingat
sebagian profesi warga sekitar area yang terdampak pembangunan
merupakan seorang buruh perkebunan.

2. Tim Penilai Harga Tanah (Tim Appraisal)

Panitia pengadaan tanah dalam menetapkan nilai ganti rugi
hendaknya tidak hanya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
tetapi mempertimbangkan pula harga pasaran dimana tanah tersebut
terletak, karena tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan tanah tersebut

merupakan tanah produktif.
3. Semua Pihak

Walaupun tidak ada hukum Islam yang mengatur secara rinci
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hendaknya semua
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut mampu
bekerjasama dalam mencapai tujuan tersebut yakni untuk kepentingan
umum. Sehingga konsep maslahah mursalah dapat dijadikan salah satu
landasan dalam pelaksanaan pengadaan tanah.
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